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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

rahmat dan karunia-Nya, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau dapat 

menyelesaikan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode Juni Tahun 

2026 dengan baik dan tepat waktu.  

Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari komitmen Balai POM di Bau-

Bau untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Melalui survei ini, 

kami berupaya memperoleh gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan, sekaligus mengidentifikasi aspek-

aspek yang memerlukan peningkatan berkelanjutan. 

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh responden, 

mitra kerja, serta pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan survei. 

Masukan, kritik, dan saran yang diberikan menjadi bahan evaluasi penting bagi kami 

untuk mewujudkan pelayanan yang semakin cepat, tepat, transparan, dan 

berintegritas. 

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi acuan dalam perbaikan mutu layanan 

publik di Balai POM di Bau-Bau serta memberikan manfaat bagi seluruh pemangku 

kepentingan dalam rangka mendukung terciptanya pelayanan obat dan makanan 

yang aman, berkhasiat, dan bermutu bagi masyarakat. 

 

 

      Baubau, 2 Juli 2026 

Kepala Balai Pengawas Obat dan 

Makanan di Bau-Bau 

 

 

 

 

 

 

Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 menegaskan bahwa masyarakat 

harus dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Pelibatan ini 

penting untuk membangun layanan yang adil, transparan, dan akuntabel, 

sekaligus mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan agar kebijakan 

pelayanan publik menjadi lebih tepat sasaran. 

Sebagai tindak lanjut amanat tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM). Pedoman ini memberikan acuan bagi unit 

pelayanan publik untuk mengukur kualitas layanan melalui penilaian masyarakat 

terhadap sembilan unsur yang mencakup standar pelayanan, sarana prasarana, 

dan mekanisme konsultasi maupun pengaduan. 

Dalam konteks Balai POM di Bau-Bau sebagai salah satu unit pelayanan 

publik di lingkungan BPOM, penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat 

menjadi penting untuk mengetahui tingkat kualitas layanan yang diterima 

pengguna. Dengan berlandaskan peraturan tersebut di atas, pengukuran SKM 

dilakukan untuk menghimpun data kuantitatif dan kualitatif mengenai penilaian 

masyarakat sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan menyeluruh. 

Temuan dari survei ini selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan 

perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan 

demikian, kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan hingga mencapai standar 

pelayanan prima, sehingga hak masyarakat sebagai penerima layanan dapat 

terpenuhi dengan baik. 

2. Dasar Pelaksanaan 

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini didasari oleh beberapa 

regulasi sebagai berikut: 



 

 

 
 

- 5 - 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik. 

3. Sasaran dan Manfaat 

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat kepuasan 

masyarakat berdasarkan penilaian mereka terhadap mutu dan kualitas layanan 

yang diberikan oleh Balai POM di Bau-Bau. Adapun sasaran kegiatan SKM 

meliputi: 

a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam 

menilai kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan. 

b. Mendorong Unit Penyelenggara Pelayanan untuk terus memperbaiki 

kualitas layanan. 

c. Memacu Unit Penyelenggara Pelayanan agar lebih kreatif dan inovatif 

dalam memberikan pelayanan publik. 

d. Menggambarkan kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

layanan yang diterima. 

e. Mendukung peningkatan kinerja dan penguatan komitmen antikorupsi pada 

Unit Pelayanan Publik di Badan POM dalam memberikan layanan kepada 

masyarakat. 

Selain itu, dari pelaksanaan SKM ini dapat diperoleh berbagai manfaat 

diantaranya:  

a. Mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan pada setiap unsur 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

b. Mengetahui capaian kinerja penyelenggara layanan secara berkala. 

c. Menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan tindak lanjut yang 

diperlukan berdasarkan hasil survei. 
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d. Mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat secara keseluruhan 

terhadap layanan publik di lingkungan Badan POM. 

e. Mendorong persaingan positif antar unit pelayanan di tingkat pusat maupun 

daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja layanan. 

f. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja unit 

pelayanan. 

g. Menjadi indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Badan POM melalui 

peningkatan kualitas pelayanan publik. 
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BAB II. PENGUMPULAN DATA SKM 

1. Pelaksana SKM 

Survei Kepuasan Masyarakat Periode Juni 2026 di Balai POM di Bau-Bau 

dilaksanakan oleh Tim Pelayanan Publik (SK Tim terlampir). Sasaran survei ini 

adalah seluruh pengunjung atau penerima layanan pada bulan Juni. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Pelaksanaan SKM dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh pengguna 

layanan. Kuesioner ini berisi pertanyaan yang mewakili 9 Unsur Penilaian 

Kepuasan Masyarakat, sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB 

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Sembilan unsur yang diukur dalam SKM Balai POM di Bau-Bau meliputi: 

1) Persyaratan, yaitu ketentuan teknis dan administratif yang harus dipenuhi 

dalam pengurusan layanan. 

2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, yaitu tata cara baku bagi petugas dan 

pengguna, termasuk prosedur penanganan pengaduan. 

3) Waktu Penyelesaian, yaitu lamanya proses yang dibutuhkan hingga layanan 

selesai diberikan. 

4) Biaya/tarif, yakni informasi mengenai biaya layanan yang telah ditetapkan 

melalui kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, yaitu hasil layanan yang diberikan 

sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. 

6) Kompetensi Pelaksana, yaitu kemampuan petugas yang mencakup 

pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan pengalaman. 

7) Perilaku Pelaksana, yaitu sikap dan etika petugas dalam memberikan 

layanan. 

8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, yaitu tata cara penerimaan, 

penanganan, dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. 

9) Sarana dan Prasarana, yaitu fasilitas pendukung layanan, baik sarana 

bergerak seperti komputer dan mesin maupun prasarana tetap seperti gedung. 
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3. Lokasi Pengumpulan Data 

Pengumpulan data SKM dilakukan secara daring melalui Aplikasi SAPA APIP 

pada tautan bit.ly/YanblikBPOMBauBau yang dapat diakses baik pada jam 

pelayanan maupun di luar jam pelayanan. Seluruh responden sebagai penerima 

layanan mengisi kuesioner tersebut secara mandiri sesuai waktu dan 

ketersediaan mereka. 

4. Waktu Pelaksanaan SKM 

Pelaksanaan SKM dilakukan secara rutin setiap bulan sepanjang satu tahun, 

dan proses pelaksanaan SKM yang berlangsung selama satu bulan kemudian 

akan dilakukan analisis data dan penyusunan laporan hingga maksimal tanggal 10 

di bulan berikutnya. 
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BAB III. HASIL SKM 

1. Jumlah Responden SKM 

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada aplikasi SAPA APIP, jumlah 

responden penerima layanan yang berhasil dihimpun pada bulan Juni Tahun 2026 

adalah sebanyak 10 orang, dengan rincian sebagai berikut: 

No. Karakteristik Indikator Jumlah Persentase 

1 Jenis Kelamin 
Laki-Laki 8 80% 

Perempuan 2 20% 

2 Pendidikan 

≤ SMA/Sederajat  3 30% 

D1/D2/D3 0 0% 

D4/S1 6 60% 

S2/Profesi/S3 1 10% 

3 Pekerjaan 

Pelajar/ Mahasiswa 0 0% 

Peneliti/ Dosen 0 0% 

PNS/TNI/Polri 1 10% 

Pegawai BUMN/D 0 0% 

Pegawai Swasta 0 0% 

Wiraswasta 8 80% 

Lainnya 1 10% 

4 Usia 

≤ 25 Tahun  1 10% 

26 - 30 Tahun 1 10% 

31 - 35 Tahun 1 10% 

36 - 40 Tahun 3 30% 

≥ 41 Tahun  
4 40% 
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2. Indeks Kepuasan Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsur Pelayanan Nilai Unsur 

U1 Persyaratan 90,00 

U2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 91,67 

U3 Waktu Penyelesaian 92,22 

U4 Biaya/Tarif 95,00 

U5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 95,00 

U6 Kompetensi Pelaksana 98,33 

U7 Perilaku Pelaksana 98,33 

U8 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 96,67 

U9 Sarana dan Prasarana 95,00 

Indeks 94,69 
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BAB IV. PENUTUP 

1. Analisis Permasalahan Pelayanan Publik dan Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada 

periode Juni 2026 di Balai POM di Bau-Bau, dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

• Secara umum, kualitas pelayanan publik berada pada kategori Mutu 

Pelayanan A (Sangat Baik) dengan nilai indeks SKM sebesar 94,69. Nilai ini 

menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan merasa sangat puas 

terhadap pelayanan yang diberikan. 

• Tiga unsur pelayanan dengan nilai terendah, yang dapat menjadi atensi dan 

memiliki potensi peningkatan di periode berikutnya, adalah: 

1. Persyaratan (U1) - 90,00 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (U2) - 91,67 

3. Waktu Penyelesaian (U3) – 92,22 

• Meskipun ketiga unsur tersebut masih termasuk kategori Sangat Baik, unsur-

unsur ini dapat dioptimalkan melalui peningkatan berkelanjutan dalam 

penyampaian/ publikasi persyaratan, mekanisme dan waktu penyelesaian 

pelayanan.  

• Secara keseluruhan, hasil SKM bulan Juni 2026 menggambarkan bahwa Balai 

POM di Bau-Bau telah memberikan pelayanan dengan mutu yang cukup baik 

dan terus berupaya memenuhi harapan masyarakat. Upaya evaluasi dan 

perbaikan berkelanjutan tetap perlu dilakukan untuk memastikan kualitas 

pelayanan publik terus meningkat dan tetap berada pada standar yang optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

- 12 - 

 

2. Tren Nilai SKM 
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BAB V. KESIMPULAN 

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Juni 2026 di Balai 

POM di Bau-Bau memperoleh Nilai Indeks sebesar 94,69 dengan kriteria Mutu 

Pelayanan A (Sangat Baik). Capaian ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat 

yang sangat tinggi terhadap layanan publik yang diselenggarakan. 

Area yang menjadi perhatian dan potensi peningkatan pada periode berikutnya 

terfokus pada tiga unsur dengan nilai terendah, yaitu Persyaratan (U1) 90,00, Sistem, 

Mekanisme, dan Prosedur (U2) 91,67, serta Waktu Penyelesaian (U3) 92,22. 

Langkah optimalisasi akan diarahkan pada peningkatan publikasi dan 

kejelasan informasi mengenai persyaratan, transparansi alur/prosedur, serta efisiensi 

waktu penyelesaian pelayanan secara berkelanjutan. 
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LAMPIRAN I. SK TIM PELAYANAN PUBLIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN II. KUESIONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dapat diakses pada tautan bit.ly/YanblikBPOMBauBau 

 

https://bit.ly/YanblikBPOMBauBau


 

 

 
 

- 15 - 

LAMPIRAN III. HASIL SKM 

 


